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PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



Nomor SOP /Diskominfo SP/VIL2019
Tanggal Pembuatan Juli2019
Tanggal Pengesahan
Tanggal Efekuf Desember/2019
Disahkan Oleh 2 RA TS
— ~
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA >
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN fsf—
Wois &
M S (e
1\1\ L Yo .
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK \\\( 3 Uigna Muda (1V/< )
N 229 199403 1005
KASI. PENGELOLAAN
OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK Nama SOP Pelavanan Permohonan Informasi Publik
ll)lsar Hukum Kualifikasi Pelaksana —
5 :‘;:’l-:l:sanubn U“qmi%““"gg°rzf "‘2 ;)rla(')'l'llrn 2008 I’erﬂﬂg Keterbukaan Informasi Publik ‘ 1. Memahami Kebijakan dalam Pelayanan Permohonan Informasi Publik
uran Pemerintah Nomor ahun entang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan | » Memiliki P haman tentang Pelayanan Permohos Informasi Publik
Informasi Publik ( Lembaran N i i > : - i Nt Riooud e i e
NomofSl49)-l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ’ 3. Memiliki Kemampuan dalam Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3 Pcrat.uran Pemerintah Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah |
Provinsi Dan Kabupaten/Kota |
4. Perawran Pemerintah Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi {
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. ’
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengheta Informasi Publik ‘
' 7. Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murunz Rava
8. Peratwman Bupati No. 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan !
LMlah Kabupaten Murung Raya. | =
| Keterkaitn | Peralatan/Perlengkapan =] _F_____J
| I.  Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja !
| 2. Term OF Reverence
3. Seperanghat Komputer Yang Diiengkapi Aplikasi Uttice dan sejeni Snya
‘ serta jaringan Internet
i 4. Printer
| 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencataan dan Pendat

Apabila Prosedur ini tidak berjalan atau terlewati, maka kegiatan Pelayanan Informasi Publik tidak akan tercapai.

i
|

Dalam Mengajukan Permohonan Informasi Publik. Pemohon Harus Mengisi
Formulir Terlebih Dahulu Serta Melampirkan Fotocopy Identitas Y Z2ng
Bersangkutan .

- Dokumen Hasil Pelayanan Permohonan Informasi Publik Disimpan Dalam
Bentwk Sofrcopy Dan Hurdcopy J




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Keglatan Pelaksanas Baka Muta
Pemohon Fetagas — PPID Kelengkapan Waktn Outpat
o s < neny e kun permohonan 1 F ] rmohonan 10 menst Formubr permohonan
‘nlorman vang dibutuhkan melalu ormublr pe

| Datang langsung dan mengs formul
permohonan nformas dengan melengkap
fotocopy dentitas  dir [KTP/SIM/ Pazpor)
dan potocipy akte pendiran bagy badan
hukum
2 Melalu) Websit e dengan menga formulir
Yang telah d: download dan menyertakan
scan (KTP/SIM/Paspor) dan fotocopy akte
pendinan bagi badan hukum kemudian
dikinim ke alamat emal  kealamat PPID
sang tertera di website
i Menginm  fax formulir permohonan
‘nformas) vang telah dus: lengkap diserua
fax dentitas {KTP/SIM /Paspor} dan
potocopy akte pendinan bagibadan hukum,
ke nomor fax PPID yang teiah dicantumkan

di webasite maupu backdroi/brosur PPID
Melakukan regitasi berkas pemohon informam

mformas: yang tersedia di
meja pelayanan PPID atau
di tampilkan di webmite
dan dapat di download

Fotacop) Alau scan
identitas din atau
forocopy akte  pendinan
2 bagp badan hukum dan
pemohon mformas:

Informas: vang telan amilat
lengkap dan dilampm
fotocopy fecan dentitas
dirt/ akte pendia badan
hukum

publik. jika dokumen/ informas: Yang dununta teiah
termasuk dalam DIP dan dimilika leh meja mformas,
maka langsung diberikan kepada pemohon yang
menandatangani tanda bukti penenmaan nformas:
fdokuiuen, pka wiformas./dokumen s ang diminta
belum termasuk dalam DIP, maka berkas
permohonan disampaskan kepada PPID arau PPID
Pembantu

Buku register dap Gle khusus 15 ment
dalam bentuk softcops tentang
register permohonan nformasy

Dalin S )
informan cang  telah
tersusun datam buku

regutras; dan file husus
reguatras:

PPID meminta kepada penguasa informasi/ dokumen
(SKPD)| untuk membenlkan informasi /dokumen [vang
sudah termasuk dalam DIP) Kepada PPID untuk
diberikan kepada pemohon miormas:

PPID menyiapkan tanggapan permohanan miormas

Dahtar Informasi pubbk vang 3 nan
telah ditetapkan bak sang
dsmmpan  di SKPD  yang
bersangkutan. maupun vang
disimparn & SKEPD law &

Lingkup Pemenntah Daerah

Informasi/dokumen  ang
tesbuka untuk pubhi

Membenkan imnformas: /dokumen 1 ang dirminia oleh
gty sy

P U aan

informasi/dokumen

Informasi dokunen sang 10 menn
dimmnta oleh pemohon

Inforimas: publl g
dimmita oleh pemohes
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKAS! PUBLIK



-
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= Nomor SOP ! /Diskominfo SP/VII2019
/ ~ Tanggal Pembuatan Juli2019
@ Tanggal Pengesahan ‘
S Tanggal Efektil l
Disahkan Oleh !
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA ! :
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN {
|
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |
KASI. PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK Nama SOP Penyusunan dan Pengumuman Informai Publik

Kualifikasi Pelaksana

ll)mr Hukum

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5149);

19

Memahami Kebijakan dalam Penyusunan dan Pengumuman hformaasi
Publik
Memiliki Pemahaman tentang Penyusunan dan Pengumuman infor mas!
Publik

|
1
!
T
l
|
|
2= m?;noz:n;gaﬁ(g?:aNegcn Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah ; 3 Mcmllil\l Kemampuan dalam Penyusunan dan Pengumuman hfornasi
4 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi | Publik
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah ‘ |
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik '
6. Peratran Komisi Informasi Nomor | Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | |
7. Peratran Daerah No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Peranghat Daerah Kabupalen Murung Raya. ; |
8. Peratran Bupati No. 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan | .
Pemerintah Kabupaten Murung Raya L | ESCE S "L —
Keterkaitn | Peralatan/Perlengkapan 1
B | 1. Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja
| 2. Term OF Reverence |
| 3. Seperangkat Komputer Yang Dilenzkapi Aplikasi Office dan gjem Snya ]
i serta jaringan Internet |
| 4. Printer '
5. Alat Tulis Kantor ]
Peringatan Pencataan dan Pend

Apabila Prosedur ini tidak berjalan atau terlewati. maka kegiatan Pelayanan Informasi Publik tidak akan tercapai.

Dalam Mengajukan Permohonan Informast Publik, Pemohon &irus  Mengisi
Formulir Terlebih Dahulu Serta Meclampirkan Fotocopy Identas YzZang
Bersangkutan

Dokumen Hasil Pelayanan Permohonan Informasi Publik Disapan  Dalam J 2
Bentuk Sofrcopy Dan Hardcopy




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- —— — ————PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFPORMASIPUBLIK
g i W Pelaksana Baku Mutu i i
Seluruh 3 S A e N R
Segates | Pejabat/star skpp | PPID_ dan et ' !
| PPID PPID atau Website Kel Walktu Output
atau staf urusan di Ponhaate | Pemerintah Ao pas | '
=t & SKPD
Mengumpulkan informas: vang berhualitas dan relecan dengan — T e — | Daerah - — - - 7‘“:— —— - e — - —
tulksi masing-masing SKPD baik vang dikelola sendin, | | { {
| diksmbangkan, maupun sang dikarm kepada pihak lun, vang | ‘
beuvpa arsip ststis ’ Daf Inf
/ maupun dinarma. arsip akuf maupun arsip maknf dan arsip vital Dokumen Sk Pengelolann f Pub: 5 a’:’-;’::l:’h’ ;
1 Vang dikuasai Informam vang dikelola mebpun jenis  dokumen, Informas: dan | 2'kak sctahun | & venwvikas |
penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan. dan | | Dokumentas: dan SOP | kebenaran:a oieh |
| bentuk informasi \ang tersedia baik dalam bentuk hard copy | PPID Pemenntah | | Kepala SKPD vang
J maupun soft copy, format pengisian dalam bentuk mformas Kabupaten | | bersangutan !
dmasmg-masing SKPD vang merujuk pada buku panduan dan Murung Raya | !
operasional PPID  Pemermrah Provina,, ! i '
Kabupaten/Kota. ] ! ! s
| | =F- === T ——=f | | Klasifikas:
| Mengklasifikasikan selurub jnformas: vang dihimpun | | | Informas: terdics
| mengidentifikasinva  berdasarkan  sfat’  informasi  dan | ' z‘:; Informase il oo
mengklanfikasikan informas: vang | i SK Pengelol | | vang . b
J dikecualikan sesua: dengan kategor informas [ ! l?;o::;num iz o diveriniise) ! ggcd.mm;:fr:::"ka"
bag vang telah d kan dalam Undang- undang No 13 l Dokumentas: dai 2 Eak sttty k':l'”ﬁk“"“" | Seara berkah
Tahun 2008 pasal 17 dan pasal 18 secara ketar, terbatas dan udak | SOP PPID Pemermtah "’m "“ SKPL AT
mutdak, nformas: vang dikecualikan mi harus ditetapkan melaluy | | | Kabupaten [ -r(; ! :ccar § an v ans
4y kunsekwens: dan uy kepentngan publk( yang diatur dalam M R 1 T -
sop i Lepentngan § 8 urung Rava I | bersunghutan i wayils chaedisgean
! | ] 1L e =1 | o il | sevapsaat
‘ i I = | | | Stal kearsipm
Mendoumentasikan mformas) publik dalam bentuk file khusua | ! ! Rarus mencaal
; (uall copy] dan tempat penvimpanan dokumen utuk hard copy | l Komputer PC vang l= A Dok umen | semua informes 1
3 dengan tatacara sepern mengarsip dokumer dan dipisahkan digunakan untk = ral setabon Faemeass Tk 2aa dokumesa S
, | sesua) | p'erqemun dokumentas: | PROEEAR T batk beeupa 1267
kilsufikas) informas: wanb sertamerta, dan harkala informas: Lang dan informas: copy maupus
dikecualikan paling tidak hanya sifatnya saja yang periv dibuat ‘ | | P!
| 1 ! hard copy s tNERCUE
[ [ | ]' PPID dan PPID Pemnbantu : Doamen
1 Menetapkan Daftar [nformas; Pubhk secara  resmu  dan :"‘:"“l"“"k““e';"’;i""‘-.‘;ﬁ” RREREEN informas: Publik } :
J memerintahkan untuk mengumumkan DIP kepada Masyarakat ‘ 'nfonnum:.PJbl':Jf | sang bisa diakses ! o
- X T 7R Website dan sarans I | eldPand‘ a :;'.“"- i )
Meng upload DIP ke website khusus PPID Pemermtah Daerah pengumuman lainy s | BNp :‘.u J:(e |
atau melalui sarana pengumuman by a l Mg Conats Ol | website
| Pemenntah daerah | H ,
S J | —_— Kabupaten Murung 2 kali serahun , Pemenntai: |
; Daerah
| | Raes | J
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI SENGKETA INFORMASI

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KABUPATEN MURUNG RAYA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS|

KABUPATEN MURUNG RAYA

KASL FENGELULAAN UFINI UAN ASPINAST PUBLIK

Nomor SOP /  /Diskominfo SP/VI11/2019

Tanggal Pembuatan /Jul/2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif /0 b /2013{47_“—' e

Disahkan Oleh Las =43, Pad
/,) ~
/.v -

=

A
TITTE X3 QU

Nama Judul SOP

¥ ey
[ Fasilitas: Sengketa Informas—>_ \\

Dasar Hukum :

1. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 14

Kualifikasi Pelaksana
1 PPID memahami Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informas: publik

2. Petugas Informasi harus memiliki Kemampuan

SOP ini terkait dengan
1 SOP Surat Masuk

& tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman a Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informas:
* Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika b Memahami dan menguasai teknologi Informasi
. Peraturan Menter: Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan ¢ Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan Pengelolaan dan layanan informasi pub ik
Informas: dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 tahun 2010 tentang Standar
" Layanan Informasi Publik
A Peraturan Komisi Informasi Republik indonesia No. 1 tanun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7 Peraturan Bupati No 34 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan Pelayanan Infotmam;
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya |
Keterkaitan : Peralatan dan Perlengkapan :

1. Desk (Meja) Layanan Infarmasi

2. Komputer

3 Printer

4 Internet

S. Surat Elektronik

6. Telpon dan Fax

7. Surat Nota Dinas

8. Surat kuasa

9. Putusan Penyelesaian sengketa informasi publik

Peringatan :

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan
dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instans;

Pencatatan dan Pendaftaran :
1. Dokumen Kegiatan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

THTy fawiitas) sengketa (iurings: Meldpor kan
Proses penagnanan sengketa niromas:
kepadfa atasan PPID

_FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK IRl P e -
| Pelaksana Baku Matu 1 KeteraogEn
AT | | = —_——— —————————a
‘ £ Femohon mbeata | Atassaprip [ Komisl Keleagkapan | Waktu | Output )
e - B A e e © e
. = L L e e — } 23
Setiu Pemohon Inforinasi dapat mengajukan keber atan ' ' '
secaratertulis kepada atasan PHID dalam wastu 10 ]' 1 Formuir Pengajuan pelayanan i .
{s2pulsh) hari kerys sejax permaohonan informas keberatan informasi pubic yang | :
terintegrasi dan diber kan perpanjangan pemenunan I tersedia d meja peisyanan PPID ' | !
Permohonpad nformas selama 7 (tup) harr segax | atau yang ditampilkan di website ! | |
pembentanuan tertulis diberikan dan tdak dapar | dan dapat dwnduh ! .
diperpnjang lag ‘ 2. Fotocopy atau scan KTP (NIK) | |
pemohon keberatan |
| ! -
- i R i S R r
v angeana
AlazanPPID menetapkan Tim Fasiltas sengketa | | | tertatis dar |
INfor masi untuk Mongupayasan penyeiesaan sengreta | : - | atasan PPID |
Informas: yang dibentuk olen PPID Utama | ! Serinatinformasi
I j vang |
R =1 1 = 1 | e ) disengsetakan |
| ‘ | | Dajukan | |
| pang |
Tim Faslitasi sengketa Informas: diketuar olen PPID | lamopat 14 | |
Utaria dan beisngotakan PRIC wenbantu lera Berxas Fengajuan keneratan tempat :
| Pejahat yang menangan bidang hokum. seabal pelayanan informas. yang talah dils | Dbeasinar
m'\g'z 073l sata 1anatan lingsignal y3ng secud dengan engrac bl seicia
kebutuhan | ditenmanya |
| ! tanggaspan |
! tertuhs dar
| siasan PPIT !

|
|
|
|

Upaya Penyelesaian sengexta informasi public
diajukan kepada Komis: Infromas: Provins:, sesua
dengan kewenangannya apabila tanggaosan atasan
PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan
pemohon informas:

2 1




PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS KOMUNIKAS| INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



Nomer SOP Diskomunfo SP/VI1 2019
Ny ’ Tanggal Pembuatan Juli 2019
%’i‘? | Tanggal Pengesahan
0 g Tanggal Efekul Desember2019
e Disahkan Oleh D i

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA |
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I
I=
. ok }’.. =3
| |\ =
~ Drs. Bl
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK : (){.l X a Mudl(le'Cs)
XY 199405 100

RS PRCI PN RPN 0 Tl TN

|
|
|
Bacar 1o CASL. PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK KOMUNIKASI PUBLIK | Nama SOP b i s —
I Pelakg::‘m Undang-Undang N 13 Tahun 2008 T = . | Kualifikasi Pelaksana o
2 Peraturan Pemcnmagh Nomofblo;na::m ’OIOl;":';nne P:'I‘al:nsfn';:r:clr‘:\l:;\? llnr:g:::s\l:‘me;A Tahun 2008 T Keterbukaan ; L e T e
:‘:r:_:;“;‘l :’:blnk (Lembaran Negara Republik e kTt s T:nh.;k::rum:..r:: .\cg‘,“c;:,’:ﬁah:‘lfldonnu | 2. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Up Konsekuens:
(5 |
3. :efahnn Pemfﬁnmh Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemenntah i
A PI‘O\ insi Dan Kabupaten Kota |
Km"ﬂﬂ Pemerintah Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informas: Dan Dokumentasi |
. Pcmcucnan Dalam Negeri Dan Pemerintzhan Daerah ’
p P:nlm Komisi Informasi Nomor | Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. {
2 n raturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Seneketa Informasi Publik |
% eraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Peranghat Daerah Kabupaten Murung Raya |
Peratuan Bupari No. 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Linekunean '
Pemenntah Kabupaten Murunz Raya i _j
Keterkaitn =M | Peralatan/Periengkapan =
| 1 Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja
l 2. Term OF Reverence !
3 Seperangkai Komputer Yang Dilengkapi Aphikasi Office dan sepm smva !
| serta jaringan Internet :
4 Pnnter
Jio o 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan 5t = BRI E= Pel dan Pend
Apabila Prosedur ini tidak berjalan atau terlewati. maka Kegiatan Pelayanan Informasi Publik tidak akan tercapai - Dalam Mengajukan Permohonan Informasi Publik. Pemohon Hass Mengisi
Formulir Terlebih Dahulu Serta Melampirkan Fotocopy Identitasy
Bersangkutan i sy
- Dokumen Hasil Pelayanan Permohonan Informasi Publik Disimpa  Dalam
Bentuk Softcopy Dan Hardcom
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PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS|
KABUPATEN MURUNG RAYA

KASI. PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK

Nomor SOP 3 / /Diskominfo SP/VI1/2019

Tanggal P tan|. /1uli/2019

L1

Tanggal Rewis
Tanggal Efektif

Disankan Oleh

/Desember/2019

Nama Judul SOP

[ Pengajuan Keberatan Informa

Dasar Hukum :
1

Undang undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 14

Kualifikasi Pelaksan . ; ]
1 PPID memahami Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi nublik

2 2. Petugas Informasi harus memiliki Kemampuan
tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman 3. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi.
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika b Memahami dan menguasai teknolog! Informasi

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan ¢. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan Pengelolaan dan layanan informasi pul ik
Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik

6 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

7. Peraturan Bupati No. 34 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan :

SOP ini terkait dengan . 1. Desk (Meja) Layanan Informasi
1. SOP Surat Masuk PPID 2. Komputer
2. SOP Surat Keluar PPID 3. Printer
3 SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD 4. Internet
4. SOP Rapat S. Surat Elektronik
6. Telpon dan Fax
7 Surat Nota Dinas
8. Surat Permohonan Informasi
9. Daftar Informasi Publik 3
10. Surat jawaban/keberataan tanggapan informasi publik
Peringatan : Pencatatan dan Pendaftaran : =5

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan

1. Dokumen Kegiatan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Bakn Mutu _ —_—

L ———

pendinan bag: badan hukum kemudian

peodinan  bag: bacan

| TR e — = i I
Kegiatan | —==Tom Petuges ‘ PPID | Atasan PP | Kelenghapan ! Waktn Output '
l | Pemohon menvampakan Pengmjuan keberatan atas | l ki | 1 Formulir pemmhon-;x 10 memt | Formubr wvernuhonan ﬁ
Tidak terimy aninya permononan (nformasi yang | | | pengajuan  keberatan | pengmjuan Smberntan
l | Dbutuhkan melaius | informas: vang| | Informan vang telah dne
| 1 Datang langsung dan mengsi formulir | tersedia di m,,.‘ longkap  dan dilsupe
| | permoh peng P pelavanan PPID  atau | fatocops /scan SRIT '
t ! informas:  publik  dengan el ‘ di tampilkan d dinfakte  pendiran badan
| totocopy wentitas  din (KTP/ SIM/Paspor; | H website  dan dapar di A
| i dan potocipy akte pendinan bag: badan | | download ’ :
hukum I ‘ | |
r | ¢ Melaluy Websi e dengan menga formubr | | Fotocopy aran -r\ni
vang telah di download dan mensvertakan | | | ] identitas din Atau
! | scan (KTP/SIM/ Paspor] dan fotocopy akte | | | | 2 forocopy akte |
| | :
I f
| |
| ]
|

ddunm ke alamar emal kealamat PPID | hukum darn pemohonl !
| sang tertera di w e bsite mformas: |
3 Mengirm  fax formubir permohonan
| | pengajuan keberatan informas: vang telah ‘
| | dusi  lengkap disertm  fax  idenotas | |
| | (KTP/SIM/Paspor; Jan potocops  akte { | |
I | pendinan bagibadan hukum ke nomer fax
PPID yang telah dicantumban d website | |
| maupu backdrof/brosur PPID l !
] | | !
i | Memenksa formubr uan keberatan dan | 3 T Buke dan ka 10 menit - Bukuy o fie
' Femohon | Wiuses  dadan Leintuh, kliszus ceguen s
) | Melnkukan regstras:  peymohionan pengsjuan softcopy wentang repater|
keberatan mformas: publik . pengajuan Feheratan
\ pelay anan udormas
— ! ; -
| 3 | PPID dan PPID Pembanta monmiproses keberatan atas | Berkas pengajuan keberatan | 30 menn | Orai Sarm Reputazan |
| | Permohonan informas yang diajukan pemohon pelayanan  mformasi vang | | Atasan PPID ates tanggapan |
| | Mempersiapkan juwabun/tangapan Alas eberatan | telah das: lengkap | kelieratan
| | dalam bentuk Surat Keputusan atasan PPID |
= | | | | | a
! ' Surar Keputusan atas Tanggapan keberatan dan | Surm Keputusan atas| 15 menit | Surar Kevutusm — atasas Y
! atasan PPID | Tanggapan keberatan dan! I pPID
-.—-—’ | atasan PPID | I
! |
i l . i | !
S | Tanggapan/jawaban permohonan  atas  keberatan i Surat  Keputusan  atasan| 15 me ] ,
| permohionan wiformas: PPID l { |
| Puas selesas, udak puas dapat diajukan ke Komis | !
| Informas: Provins: Jawa Barat | I | |




